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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manajemen dalam sebuah organisasi merupakan hal utama untuk mengelola dan 

mengkoordinasi sumber daya manusia dan materialnya. Terry dalam Wijaya dan Rifa’I 

(2016:25) mengemukakan bahwa “management provides effectiveness to human 

efforts. It helps achieve better equipment, plants, offices, products, services and human 

relations”. Pendapat ini menjelaskan pentingnya peranan manajemen dalam mencapai 

efektivitas usaha manusia terutama untuk membantu pencapaian yang lebih baik dalam 

mendayagunakan peralatan, lahan, kantor, produk, pelayanan dan hubungan manusia 

dalam organisasi. Dalam organisasi terdapat manajer organisasi yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, baik untuk hasil sekarang maupun untuk 

potensi masa mendatang. Dalam konteks manajerial, para manajer melaksanakan 

fungsi-fungsi dasar yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Siagian dalam 

Wijaya dan Rifa’I (2016:26) mengemukakan bahwa “fungsi manajemen mencakup 

perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengawasan, dan penilaian”. Setiap 

organisasi terkhususnya organisasi kepemerintahan memiliki tujuan yang hendak 

dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukannya strategi yang dijabarkan 

dalam bentuk prosedur maupun program. Dalam mencapai tujuan dari organisasi 

tersebut diperlukannya peningkatan terhadap kinerja organisasi agar kegiatan atau 

program yang dilakukan organisasi sesuai dengan tujuan organisasi. Untuk 

meningkatkan kerja organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan dan keterampilan kerja di bidangnya, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor pendukung lain seperti sarana perlengkapan kerja dengan kata 

lain aset yang memadai. Penyediaan sarana perlengkapan kerja yang memadai sangat 

 



 

diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Oleh karena itu pentingnya 

peningkatan kinerja organisasi terhadap pengamanan aset demi menunjang kinerja 

pegawai serta menjaga nilai aset sebagai kekayaan negara/daerah. Dengan demikian 

pemerintah daerah harus mengelolah aset atau barang milik daerah sebaik mungkin dan 

dituntut untuk membenahi sistem pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada 

regulasi dan Undang- undang yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut maka 

pemerintah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset 

secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. 

 Wujud nyata pemerintah dalam mengelola aset dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

Dalam peraturan ini pengelolaan aset bukanlah sekedar administrasi semata, tetapi 

membahas lebih dalam mengenai aset serta bagaimana meningkatkan efisiensi, 

efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset negara/daerah. 

Kemudian dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tersebut diperdalam 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam peraturan ini menuntut pengelolaan barang 

milik daerah harus dilaksanakan dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, 

keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.  

 Untuk menciptakan pengelolaan aset daerah yang lebih efektif dan efisien, maka 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan wewenangnya membuat suatu peraturan 

daerah tentang pengelolaan aset daerah. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan peraturan tersebut 

pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

 



 

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan 

pengendalian. 

 Penatausahaan berperan penting dalam mengamankan aset daerah. Dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa 

penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 

dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari 

kegiatan penatausahaan tersebut dimanfaatkan dalam rangka: a) Penyusunan neraca 

pemerintah daerah setiap tahun; b) Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan 

aset setiap tahun, untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggara; c) 

Pengamanan administrasi terhadap aset atau barang milik daerah. Manfaat 

penatausahaan aset tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manajemen 

pemerintahan.  

 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan 

wewenangnya menetapkan standar petunjuk dalam pengisian Kartu Inventaris Barang 

(KIB) yang mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2019 

Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah. Dalam 

standar tersebut menyatakan bahwa ada 6 jenis KIB yaitu: KIB A (tanah), KIB B 

(peralatan dan mesin), KIB C (gedung dan bangunan), KIB D (jalan, irigasi, dan 

jaringan), KIB E (aset tetap lainnya), dan KIB F (konstruksi dalam pengerjaan). Dari ke 

6 jenis KIB tersebut memiliki standar isi yang berbeda, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengisian KIB A (Tanah) 

KIB A terdiri dari 14 kolom, yaitu: 

a. Nomor Urut Pencatatan 

b. Jenis Barang/Nama Barang 

c. Nomor Kode Barang 

d. Nomor Register 

e. Luas Tanah 

f. Tahun Pengadaan Tanah 

 



 

g. Letak/Alamat 

h. Hak Pakai/Hak Pengelola 

i. Tanggal Sertifikat 

j. Nomor Sertifikat 

k. Penggunaan 

l. Asal Usul 

m. Harga 

n. Keterangan 

2. Pengisian KIB B (Peralatan dan Mesin) 

KIB B terdiri dari 16 kolom, yaitu: 

a. Nomor Urut 

b. Nomor Kode Barang 

c. Nama Barang/Jenis Barang 

d. Nomor Register 

e. Merk/Type 

f. Ukuran/CC 

g. Bahan 

h. Tahun Pembelian 

i. Nomor Pabrik 

j. Nomor Rangka 

k. Nomor Mesin 

l. Nomor Polisi 

m. BPKB 

n. Asal-usul 

o. Harga 

p. Keterangan 

3. Pengisian KIB C (Gedung dan Bangunan) 

KIB C terdiri dari 17 kolom, yaitu: 

a. Nomor Urut 

b. Jenis Barang/Nama Barang 

c. Nomor Kode Barang 

d. Nomor Register 

e. Kondisi Bangunan 

f. Konstruksi Bangunan 

g. Jenis Konstruksi Bangunan 

(Beton/Tidak) 

h. Luas Lantai 

i. Letak/Lokasi 

j. Dokumen Gedung (Tanggal) 

k. Dokumen gedung (Nomor Dokumen) 

l. Tanah Bangunan (Luas Tanah) 

m. Tanah Bangunan (Status Tanah) 

n. Tanah Bangunan (Nomor Kode 

Tanah 

o. Asal-Usul 

p. Harga 

 



 

q. Keterangan 

4. Pengisian KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) 

KIB D terdiri dari 17 kolom, yaitu: 

a. Nomor Urut 

b. Jenis Barang 

c. Kode Barang 

d. Nomor Register 

e. Konstruksi 

f. Panjang 

g. Lebar 

h. Luas 

i. Letak/Lokasi 

j. Dokumen (Tanggal) 

k. Dokumen (Nomor Dokumen) 

l. Status 

m. Nomor Kode (Dari Status) 

n. Asal-Usul 

o. Harga 

p. Kondisi 

q. Keterangan 

5. Pengisian KIB E (Aset Tetap Lainnya) 

KIB E terdiri dari 16 kolom, yaitu: 

a. Nomor Urut 

b. Jenis Barang 

c. Kode Barang 

d. Nomor Register 

e. Buku dan Perpustakaan 

(Judul/Pencipta) 

f. Buku dan Perpustakaan 

(Bahan) 

g. Barang Bercorak Kesenian 

(jenis) 

h. Barang bercorak Kesenian 

i. Barang Bercorak Kesenian 

(Spesifikasi Bahan) 

j. Hewan/Ternak dan Tumbuhan 

(Jenis) 

k. Hewan/Ternak dan Tumbuhan 

(Ukuran) 

l. Jumlah Barang 

m. Tahun Cetak/Pembelian 

n. Asal-Usul 

o. Harga 

p. Keterangan

 



 
 

Tabel 1 Rekapitulasi Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 

1. Kartu Inventaris Barang A (Tanah) 

 

Data olahan Kartu Inventaris Barang A (Tanah) di atas menunjukan permasalahan 

dalam penatausahaan yaitu belum lengkapnya data baik itu bukti kepemilikan pada 

2 tanah dan bangunan milik BPKAD Provinsi Sumatera Selatan maupun tanggal 

dan keterangan fungsi tanah dan bangunan tersebut. 

2. Kartu Inventaris Barang B (Mesin dan Peralatan) 

 



 
 

 

 

 

Data olahan Kartu Inventaris Barang B (Peralatan dan Mesin) di atas menunjukan 

permasalahan dalam penatausahaan yaitu belum lengkapnya data baik itu merk/type, 

ukuran, bahan, dan bukti kepemilikan hal tersebut menunjukan bahwa penatausahaan 

aset tetap di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan belum maksimal dalam mendata 

barang yang ada. 

 

 



 
 

3. Kartu Inventaris Barang C (Gedung dan Bangunan) 

 

Data olahan Kartu Inventaris Barang C (Gedung dan Bangunan) di atas menunjukan 

permasalahan dalam penatausahaan yaitu belum lengkapnya data baik itu data 

mengenai sertifikat seperti tanggal dan nomor sertifikat, luas gedung dan bangunan 

yang dibuat menjadi 1 hal tersebut menyulitkan untuk mengetahui luas gedung dan 

bangunan dari masing-masing gedung dan bangunan yang ada, dan data kode tanah 

tidak lengkap. 

4. Kartu Inventaris Barang D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) 

 

Sumber: Data Olahan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2019 milik Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
 

Data olahan Kartu Inventaris Barang D (Jalan, irigasi, dan jaringan) di atas 

menunjukan permasalahan dalam penatausahaan yaitu belum lengkapnya data baik 

itu konstruksi, panjang, lebar, luas, tanggal sertifikat, nomor sertifikat, status tanah, 

kode tanah. Hal tersebut menunjukan bahwa belum optimalnya kinerja organisasi 

dalam mendata aset tetap. 

 



 
 

 Hal yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini ialah 

ketidaklengkapan data administrasi pada penatausahaan di Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dapat berpengaruh pada keakuratan 

nilai aset yang tersaji di neraca pemerintahan daerah, padahal keakuratan nilai aset 

sangat mendukung dalam pemberian opini BPK. Selain itu hal ini menyebabkan 

pemerintah daerah dan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengguna barang 

kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset tetap yang mana yang digunakan dengan 

baik, sehingga aset yang dikelola cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, disisi 

lain pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan 

aset pada masa yang akan datang.  

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dengan adanya gejala-gejala 

yang ditemukan serta banyaknya opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan Daerah yang menyoroti tentang permasalahan aset tetap di berbagai dinas. 

Mengingat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

sebagai instansi pemerintah yang mengurus aset daerah berperan penting atas jalannya 

proses pengelolaan aset daerah yang ada di Sumatera Selatan maka perlu diteliti untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan kinerja penatausahaan aset tetap. 

 Dengan harapan hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan proses 

penatausahaan yang sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku demi 

terjaganya aset tetap milik daerah dengan penatausahaan yang berasaskan fungsional, 

kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja organisasi dalam penatausahaan aset 

tetap di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan?” 

 



 
 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan pencapaian kinerja organisasi dalam penatausahaan aset tetap di 

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun manfaat pada penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan konsep 

penatausahaan aset tetap dan pengembangan konsep bagi ilmu administrasi publik. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan 

terutama dalam hal penatausahaan aset tetap dan diharapkan agar penggunaan 

barang menjadi lebih efektif dan efisien 
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